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1.1 [bookmark: _Toc136918367]Latar Belakang Masalah
Pada kehidupan bermasyarakat, seringkali ditemukan persoalan yang berbagai macam jenis dan sebab yang tidak semestinya di permasalahkan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada berbagai persoalan yang memang membutuhkan fasilitator dalam langkah penyelesaiannya. Adanya pemerintah baik dalam tingkatan Negara sampai ke daerah, juga diharapkan dapat hadir dan menjadi corong solusi dan penengah di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masalah yang muncul ke permukaan, baik antar perseorangan, antar kelompok dari berbagai latar belakang, maupun sejenisnya, dapat diselesaikan dengan mengedepankan kaidah atau aturan yang berlaku di suatu daerah, serta keberadaan aturan tersebut diakui legalitasnya di mata hukum, maka proses penyelesaian permasalahan tersebut harus ditempuh. 
Seperti yang sudah di ketahui, bahwa pemerintah suatu Negara memiliki kepanjangan tangan dalam setiap persoalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada pada Negara tersebut, sehingga setiap perihal yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi sesuai dengan asas norma yang diakui. Disinilah peran dari kepanjangan tangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah harus menjadi penjembatan bagi masyarakat, dan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait dengan masalah tersebut.  Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.  Sebagai representatif dari pemerintah pada tingkat daerah untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, maka persoalan ini dimandatkan kepada satuan polisi pamong praja, khususnya pada pemerintah kabupaten cirebon, untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan masyarakat. 
Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati / Walikota , Keputusan Bupati / Walikota dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah kepada masyarakat.
Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat Bidang Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Linmas yang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan pengolah data serta informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
2. Pengkoordinasi pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat;
3. Penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)
4. Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman,
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penangulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
6. Pengkajian dan evaluasi data dan informasi dalam rangka pelasanaan perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban;
7. Pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
9. Penganalisaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.
Atas dasar keterangan diatas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi dari bidang linmas ini adalah untuk dapat hadir ditengah masyarakat dan menjadi pelindung bagi masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, linmas juga dalam tupoksinya tidak terlepas dari perihal Koordinasi dengan pihak tertentu, sesuai dengan masalah yang ditangani pada waktu tersebut, sehingga komunikasi dua arah antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak lain juga harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang di inginkan. 
Berdasarkan uraian yang sudah di sebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai persoalan Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Cirebon dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat oleh Bidang Perlindungan Masyarakat atau linmas mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah diketahui diatas, serta bagaimana langkah koordinasi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan, serta bertindak sebagai upaya menyelesaikan persoalan tersebut. adapun judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut “Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon” (Studi Kasus Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon)”.
1.2 [bookmark: _Toc136918368]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon?
1.3 [bookmark: _Toc136918369]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dan kegunaan penelitian terhadap permasalahan dalam Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang digunakan dalam Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
2. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Cirebon
3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian pada berbagai perspektif dalam mengkaji permasalahan koordinasi satuan polisi pamong praja dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Cirebon.
4. Sebagai kajian ilmiah bagi masyarakat umum mengenai persoalan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Cirebon.
5. Bahan evaluasi bagi SKPD terkait Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

